
 Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019 

 

111 
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MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 

TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP1 

Oleh  : Riswan S. Totona2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengawasan di bidang  
perlindungan dan  pengelolaan lingkungan 
hidup dan bagaimana pemberlakuan sanksi 
administratif di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Pengawasan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib melakukan pengawasan terhadap 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam 
melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab 
di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Dalam melaksanakan 
pengawasan, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas 
lingkungan hidup yang merupakan pejabat 
fungsional. 2. Pemberlakuan sanksi 
administratif di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup diterapkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
kepada penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan jika apabila dalam pengawasan 
ditemukan pelanggaran terhadap izin 
lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas: 
teguran tertulis; paksaan pemerintah; 
pembekuan izin lingkungan; atau  pencabutan 
izin lingkungan. 
Kata kunci: Pengawasan, Sanksi Administratif,  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Upaya preventif dalam rangka pengendalian 
dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan 
dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam 
hal pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya 
represif berupa penegakan hukum yang efektif, 
konsekuen, dan konsisten terhadap 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
yang sudah terjadi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
dikembangkan satu sistem hukum perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, 
tegas, dan menyeluruh guna menjamin 
kepastian hukum sebagai landasan bagi 
perlindungan dan pengelolaan sumber daya 
alam serta kegiatan pembangunan lain. 
Undang-Undang ini juga mendayagunakan 
berbagai ketentuan hukum, baik hukum 
administrasi, hukum perdata, maupun hukum 
pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dan di dalam pengadilan. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan 
kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, 
ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara 
tersebut diharapkan selain akan menimbulkan 
efek jera juga akan meningkatkan kesadaran 
seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup demi kehidupan generasi 
masa kini dan masa depan.3 

Undang-Undang ini memberikan 
kewenangan yang luas kepada Menteri untuk 
melaksanakan seluruh kewenangan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan 
koordinasi dengan instansi lain. Melalui 
Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi 
kewenangan yang sangat luas kepada 
pemerintah daerah dalam melakukan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup di daerah masing-masing yang tidak 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai 
beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini 
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tidak cukup hanya suatu organisasi yang 
menetapkan dan melakukan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu 
organisasi dengan portofolio menetapkan, 
melaksanakan, dan mengawasi kebijakan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga 
mempunyai ruang lingkup wewenang untuk 
mengawasi sumber daya alam untuk 
kepentingan konservasi. Untuk menjamin 
terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga 
tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
memadai untuk Pemerintah dan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah yang memadai 
untuk pemerintah daerah.4 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Tugas 
dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 63 
ayat (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan 
berwenang: huruf (n) melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan 
peraturan kepala daerah; (o) melakukan 
pembinaan dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundangundangan 

Pasal 63 ayat (2) Dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
provinsi bertugas dan berwenang: huruf (h) 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan 
daerah, dan peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota; huruf (i) melakukan 
pembinaan dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 
peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; huruf (l) melakukan pembinaan, bantuan 
teknis, dan pengawasan kepada 
kabupaten/kota di bidang program dan 
kegiatan.  

 Pasal 63 ayat (3) Dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 
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Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

huruf (i) melakukan pembinaan dan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan 
perizinan lingkungan dan peraturan 
perundangundangan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, mengatur kewenangan 
pemerintah, pemerintah daerah yaitu 
pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota untuk melakukan penegakan 
hukum lingkungan hidup apabila ditemukan 
adanya bukti pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh 
aktivitas usaha yang dijalankan tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.  
  
B. Rumusan masalah 
1. Bagaimanakah pengawasan di bidang  

perlindungan dan  pengelolaan lingkungan 
hidup ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
administratif di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup ? 
 

C.  Metode Penelitian 
Penelitian hukum normatif digunakan dalam 

menyusun penulisan ini. Metode penelitian 
hukum normatif menggunakan bahan-bahan 
hukum yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan.   
 
PEMBAHASAN 
A. Pengawasan Di Bidang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan 
upaya preventif dalam rangka pengendalian 
dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan 
dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam 
hal pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya 
represif berupa penegakan hukum yang efektif, 
konsekuen, dan konsisten terhadap 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu dikembangkan satu sistem 
hukum perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan 
menyeluruh guna menjamin kepastian hukum 
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sebagai landasan bagi perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan 
pembangunan lain.5 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pengawasan Pasal 71 ayat: 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
dapat mendelegasikan kewenangannya 
dalam melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung 
jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
menetapkan pejabat pengawas lingkungan 
hidup yang merupakan pejabat fungsional.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pasal 72. Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan pengawasan 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap izin lingkungan.  

Pasal 73. Menteri dapat melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin 
lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah 
daerah jika Pemerintah menganggap terjadi 
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Penjelasan Pasal 73. Yang dimaksud dengan 
“pelanggaran yang serius” adalah tindakan 
melanggar hukum yang mengakibatkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang relatif besar dan menimbulkan 
keresahan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 35. Izin 
lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam 
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Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Pasal 1 angka 36. Izin usaha dan/atau kegiatan 
adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis 
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

 
B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Di 

Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Undang-Undang ini juga mendayagunakan 

berbagai ketentuan hukum, baik hukum 
administrasi, hukum perdata, maupun hukum 
pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan dan di dalam pengadilan. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan 
kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, 
ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara 
tersebut diharapkan selain akan menimbulkan 
efek jera juga akan meningkatkan kesadaran 
seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup demi kehidupan generasi 
masa kini dan masa depan. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pasal 76 ayat: 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan jika dalam pengawasan 
ditemukan pelanggaran terhadap izin 
lingkungan.  

(2) Sanksi administratif terdiri atas:  
a. teguran tertulis;  
b. paksaan pemerintah;  
c. pembekuan izin lingkungan; atau  
d. pencabutan izin lingkungan.  

Pasal 77. Menteri dapat menerapkan sanksi 
administratif terhadap penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah 
menganggap pemerintah daerah secara sengaja 
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap 
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup.  

Pasal 78. Sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.  
Pasal 79. Pengenaan sanksi administratif 
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berupa pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan 
apabila penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah. 

Pasal 80 ayat: 
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b 
berupa:  

a. penghentian sementara kegiatan 
produksi;  

b. pemindahan sarana produksi;  
c. penutupan saluran pembuangan air 

limbah atau emisi;  
d. pembongkaran;  
e. penyitaan terhadap barang atau alat 

yang berpotensi menimbulkan 
pelanggaran; 

f. penghentian sementara seluruh 
kegiatan; atau  

g. tindakan lain yang bertujuan untuk 
menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan 
hidup.  

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat 
dijatuhkan tanpa didahului teguran 
apabila pelanggaran yang dilakukan 
menimbulkan:  
a. ancaman yang sangat serius bagi 

manusia dan lingkungan hidup;  
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas 

jika tidak segera dihentikan 
pencemaran dan/atau perusakannya; 
dan/atau  

c. kerugian yang lebih besar bagi 
lingkungan hidup jika tidak segera 
dihentikan pencemaran dan/atau 
perusakannya.  

Penjelasan Pasal 80 ayat (2) huruf (a) Yang 
dimaksud dengan “ancaman yang sangat 
serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi 
sangat membahayakan keselamatan dan 
kesehatan banyak orang sehingga 
penanganannya tidak dapat ditunda. 

Pasal 81. Setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas 
setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi 
paksaan pemerintah. 

Pasal 82 ayat: 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
berwenang untuk memaksa penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang dilakukannya.  

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
berwenang atau dapat menunjuk pihak 
ketiga untuk melakukan pemulihan 
lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya atas beban biaya 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan.  

Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
sanksi administratif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Penegakan hukum administrasi menurut 
Mas Achmad Santosa merupakan kegiatan yang 
ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup melalui pendayagunaan kewenangan 
administrasi sesuai dengan atribusi atau 
delegasi oleh undang-undang.6 Sarana hukum 
administrasi bersifat preventif yang bertujuan 
menegakkan peraturan perundang-undangan 
sebelum timbulnya kerugian materiil baik pada 
subyek hukum maupun pada lingkungan 
hidup.7 

Hukum administrasi merupakan tindakan 
pemerintahatau eksekutif atau 
bestuurmaatregel atau the measure/action of 
government terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir 
(mengembalikan fungsi dan kondisi lingkungan 
pada keadaan semula). Berbeda halnya dengan 
sanksi hukum pidana yang bersifat 
condemnatoir (memberikan derita fisik maupun 
psikis) berupa penjara, denda, atau tindakan 
tata tertiblainnya.8 

Selain itu penegakan hukum administrasi 
memiliki beberapa manfaat strategis jika 
dibandingkan dengan penegakan hukum 
perdata maupun pidana, yaitu: 
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Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009) Graha Ilmu. Yogyakarta.Graha Ilmu, 
Bandung. 2012. hal. 178. 
7

 Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan 
Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga University 
Press. Surabaya. 2010. hal. 192. 
8
 Syahrul Machmud.  Op.Cit. hal. 179-182. 
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a. Penegakan hukum administrasi di bidang 
lingkungan hidup dapat dioptimalkan 
sebagai perangkat pencegahan;  

b. Penegakan hukum admnistrasi (yang 
bersifat pencegahan tersebut) dapat lebih 
efisien dari sudut pembiayaan 
dibandingkan penegakan hukum pidana 
dan penegakan hukum perdata. 
Pembiayaan untuk penegakan hukum 
administrasi meliputi biaya pengawasan 
lapangan yang dilakukan secara rutin dan 
pengujian laboratorium lebih murah jika 
dibandingkan dengan upaya pengumpulan 
bukti, investigas lapangan, 
memperkerjakan saksi ahli untuk 
membuktikan aspek kausalitas (sebab-
akibat) dalam kasus pidana dan perdata;  

c. Penegakan hukum administrasi lebih 
memiliki kemampuan mengundang 
partisipasi msyarakat. Partisipasi 
masyarakat dilakukan mulai dari proses 
perizinan, pemantauan 
penataan/pengawasan, dan partisipasi 
dalam mengajukan keberatan dan meminta 
pejabat tata usaha negara untuk 
memberlakukan sanksi administrasi.9 
Administrasi negara atau pemerintah juga 

memerlukan instrumen atau sarana yang akan 
dapat menunjang administrasi negara dalam 
menjalankan tugasnya.Sarana-sarana yang 
dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang 
digunakan oleh pemerintah atau administrasi 
negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, 
pemerintah atau administrasi negara 
melakukan barbagai tindakan hukum dengan 
menggunakan sarana atau instrumen seperti 
alat tulis menulis, sarana transportasi dan 
komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang 
terhimpun dalam publik domain atau 
kepunyaan publik.10 

Disamping itu pemerintah juga 
menggunakan berbagai instrumen yuridis 
dalam menjalankan kegiatan mengatur dan 
menjalankan urusan pemerintahan dan 
kemasyarakatan, seperti peraturan perudang-
undangan, keputusan-keputusan, peraturan 
kebijaksaan, perizinan, instrumen hukum 

                                                           
9
 Ibid. hal. 182. 

10
 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2006. hal. 129. 

keperdataan, dan sebagainya. 11  van 
Vollenhoven, memberikan pendapatnya, bahwa 
kedudukan hukum administrasi negara, hukum 
tata negara dan hukum pidana termasuk di 
dalam bagian hukum publik, dan hukum 
administrasi negara berada di samping hukum 
tata negara dan hukum pidana.12 

Penegakan hukum administrasi lebih 
memiliki kemampuan mengundang partisipasi 
masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan 
mulai dari proses perizinan, pemantauan 
penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam 
mengajukan keberatan dan meminta pejabat 
tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi 
administrasi.13 

Hukum adminstrasi merupakan tindakan 
pemerintahan atau eksekutif atau 
bestuurmaatregel atau the measurelaction of 
government terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir 
(mengembalikan pada keadaan semula).14 

 Hukum adminsitrasi negara disebut 
pula hukum pemerintahan atau hukum tata 
usaha. Menurut J H P., Bellefroid: hukum tata 
usaha atau disebut juga hukum (tata) 
pemerintahan ialah keseluruhan aturan-aturan 
tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan 
pemerintahan dari badan-badan kenegaraan 
(openbarelichaman) dan majelis-majelis 
pengadilan khusus yang diserahi pengadilan 
tata usaha hendaknya memenuhi tugasnya. 
Menurut paham ini hukum tata usaha pada 
pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat 
perlengkapan yang tugas pokoknya 
pemerintahan, tetapi sebaliknya mengenai 
seluruh tugas yang diserahkan sesungguhnya 
kepada alat-alat perlengkapan pemerintahan 
itu, jadi selain dari pada tugas pemerintahan 
juga perundang-undangan dan pengadilan (tata 
usaha).15   

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Pasal 36 ayat: 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki amdal atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan.  

                                                           
11

 Ibid. 
12

Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum 
Administrasi Indonesia, Binacipta, Jakarta,    1981. hal. 4.   
13

Syahrul Machmud. Op.Cit. 2012. hal. 182. 
 
14

 Ibid. hal. 179. 
15

 Sudarsono. Kamus Hukum. Op.Cit. hal. 168-169. 
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(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau 
rekomendasi UKL-UPL.  

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mencantumkan 
persyaratan yang dimuat dalam keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau 
rekomendasi UKL-UPL.  

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

 Penjelasan Pasal 36 ayat (2) 
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis 
instansi lingkungan hidup. 

Pasal 37 ayat: 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya wajib 
menolak permohonan izin lingkungan 
apabila permohonan izin tidak dilengkapi 
dengan amdal atau UKL-UPL. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan 
apabila:  
a. persyaratan yang diajukan dalam 

permohonan izin mengandung cacat 
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, 
serta ketidakbenaran dan/atau 
pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi;  

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat 
sebagaimana tercantum dalam 
keputusan komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi 
UKL-UPL; atau  

c. kewajiban yang ditetapkan dalam 
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak 
dilaksanakan oleh penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan.  

Pasal 38. Selain ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin 
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan 
pengadilan tata usaha negara. 

Pasal 39 ayat:  
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya wajib 
mengumumkan setiap permohonan dan 
keputusan izin lingkungan.  

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang 
mudah diketahui oleh masyarakat.  

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Pengumuman 
dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas 
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut 
memungkinkan peran serta masyarakat, 
khususnya yang belum menggunakan 
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar 
pendapat, dan lain-lain dalam proses 
pengambilan keputusan izin. 

Pasal 40 ayat: 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan 

untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. 

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin 
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.  

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan 
mengalami perubahan, penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan wajib 
memperbarui izin lingkungan.  

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam 
ayat ini termasuk izin yang disebut dengan 
nama lain seperti izin operasi dan izin 
konstruksi. Ayat (3) Perubahan yang dimaksud 
dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan 
beralih, perubahan teknologi, penambahan 
atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau 
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah 
tempat. 

Pasal 41. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian 
izin pada prinsipnya memuat larangan, 
persetujuan yang merupakan dasar 
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan 
oleh undang-undang untuk menunjukkan 
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang 
demokrasi.16 

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi 
atau pelepasan/pembebasan dari suatu 
larangan, sedangkan perizinan adalah salah 
satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 
Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat.17 Izin: vergunning 

                                                           
16

 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Hukum 
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 
Cetakan l. Nuansa. Bandung. 2010. hal. 92. 
17

 Adrian Sutedi. 2009. Op.Cit. hal. 167-168. 
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ialah suatu penetapan yang merupakan 
dispensasi daripada suatu larangan oleh 
undang-undang. 18  Izin; pernyataan 
mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) 
persetujuan membolehkan.19 

Izin merupakan sebuah keputusan yang 
dikeluarkan oleh organ pemerintah, di 
dalamnya terkandung suatu muatan hal yang 
bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat 
dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai 
keputusan tata usaha negara maka izin iniharus 
memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha 
negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN 
yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh 
badan/pejabat tata usaha negara; berisi 
tindakan hukum tata usaha negara; 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan 
final; dan menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang/badan hukum perdata. 20  Dengan 
melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin 
sebagai bentuk keputusan tata usaha negara 
merupakan salah satu dimensi relasi yuridis 
antara pemerintah dan warganya.21 

Perizinan wujud keputusan pemerintah, 
maka perizinan adalah: tindakan hukum 
pemerintah berdasarkan kewenangan publik 
yang membolehkan atau memperkenankan 
menurut hukum bagi seseorang atau badan 
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. 
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah 
untuk mengkonkretkan wewenang 
pemerintah.Tindakan ini dilakukan melalui 
penerbitan keputusan tata usaha negara.22 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pengawasan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 
oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan 

                                                           
18

 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 
2010. hal. 54. 
19

 Sudarsono. Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 
2009. hal. 189. 
20

Sri Y. Pudyatmiko. Perizinan (Problem dan Upaya 
Pembenahan) Grasindo. Jakarta, 2009. hal. 54. 
21

 Ibid. hal.57. 
22

 Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan 
Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.    hal. 28-29.  

penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota dapat 
mendelegasikan kewenangannya dalam 
melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung 
jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam 
melaksanakan pengawasan, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota 
menetapkan pejabat pengawas 
lingkungan hidup yang merupakan 
pejabat fungsional. Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah jika Pemerintah 
menganggap terjadi pelanggaran yang 
serius di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup ialah 
tindakan melanggar hukum yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang relatif 
besar dan menimbulkan keresahan 
masyarakat. 

2. Pemberlakuan sanksi administratif di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup diterapkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika apabila dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan. Sanksi 
administratif terdiri atas: teguran tertulis; 
paksaan pemerintah; pembekuan izin 
lingkungan; atau  pencabutan izin 
lingkungan. Menteri dapat menerapkan 
sanksi administratif terhadap 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan jika Pemerintah menganggap 
pemerintah daerah secara sengaja tidak 
menerapkan sanksi administratif 
terhadap pelanggaran yang serius di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Sanksi administratif 
tidak membebaskan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan dari tanggung 
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jawab pemulihan dan pidana.  
Pengenaan sanksi administratif berupa 
pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan dilakukan apabila 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah. 

 
B. Saran 

1. Pengawasan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
memerlukan upaya preventif atau 
pecegahan oleh pemerintah dan 
pemerinatah daerah untuk 
mengendalikan dampak lingkungan 
hidup yang perlu dilaksanakan dengan 
mendayagunakan secara maksimal 
ketentuan-ketentuan hukum di bidang 
pengawasan dan perizinan serta 
diperlukan upaya pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
kegiatan usaha yang dapat menimbulkan 
ancaman terhadap perusakan dan 
pencemaran lingkungan hidup.  

2. Pemberlakuan sanksi administratif di 
bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, perlu dilakukan secara 
represif berupa penegakan hukum yang 
efektif, konsekuen, dan konsisten apabila 
telah terjadi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup. Pemberlakuan sanksi 
administratif sangatlah penting sebagai 
bentuk pembinaan dan pembelajaran 
agar supaya semua kegiatan usaha dapat 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak melakukan pelanggaran hukum atas 
perizinan lingkungan sebagai persyaratan 
dalam memperoleh izin usaha. 
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